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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.
 Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat At- Taubah : 103
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Zakat merupakan salah satu sendi pokok ajaran Islam, dimana menurut bahasa zakat berarti “membersihkan”, sedangkan menurut syara’ berarti “sesuatu (harta) yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau benda untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya apabila telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula”.
  
Salah satu fungsi zakat adalah untuk membantu fakir miskin.  Allah SWT menurunkan syari’at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya konsepsi pemberdayaan umat melalui pengamalan ibadah zakat menurut Burhanuddin Chatib merupakan salah satu dan alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial kemasyarakatan, karena zakat merupakan sumber dana potensial.
 Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan  negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

 Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan seseorang atau sekelompok orang yang biasa disebut dengan pengembangan. Secara etimologi pengembangan berarti, memberdayakan, menguatkan, membina dan mensejahterakan.
 Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.
 
Rukminto berpendapat bahwa upaya pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mendorong masyarakat atau sekelompok orang untuk menentukan dan memutuskan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.
 Artinya kegiatan pemberdayaan bisa dilakukan dalam bentuk individu bisa juga dilakukan dalam bentuk kelompok orang.

Pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.
 Pemberdayaan bertujuan untuk  menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Selanjutnya Yusuf Wiboso, menyatakan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui zakat, adalah :

a. Mengentaskan kemiskinan

b. Perbaikan distribusi pendapatan

c. Penciptaan lapangan kerja

d. Jaringan Pengaman Sosial.

Dari ke empat tujuan pemberdayaan zakat yang diungkapkan di atas, maka inilah yang akan dijadikan acuan landasan teoritis dalam tulisan ini nantinya.

Dalam hal ini pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.
 
Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahik) yang sudah ditentukan menurut Agama. Penyerahan atau penyaluran dana zakat yang benar adalah melalui Badan Amil Zakat. Walaupun demikian kepada Badan Amil Zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nas) secara tepat guna.

Dari pendapat di atas dipahami bahwa diperlukan suatu pengelolaan yang mampu mendayagunakan seluruh potensi zakat diperlukan penanganan  konsep manajemen secara tepat dengan memperhatikan beberapa faktor yang  dapat mempengaruhi pola pelaksanaan sistem zakat, terutama dalam hal   mengangkat tiga unsur manajemen yang meliputi: pengelolaan,  pendayagunaan, dan pendistribusian yang dilakukan lembaga pengumpul zakat. Dari tiga unsur  tersebut  merupakan  tolak  ukur  bagi  terbentuknya  pemberdayaan  ekonomi  umat. 
Mengingat sifat kewajiban zakat adalah ilzami ijbari  (kewajiban mutlak) yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional. Presiden Soeharto dalam pidatonya malam peringatan  Isra’ Mi’raj  di Istana Negara pada tanggal 22 Oktober 1968,  mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Efek dari pernyataan tersebut mendorong seluruh pemerintah daerah yang bekerjasama dengan para ulama dan tokoh masyarakat untuk mebentuk badan yang khusus mengelola zakat, maka terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai provinsi, kota dan kabupaten, dan salah satunya adalah terbentuknya Badan  Amil  Zakat di Kota Padang yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang.
 Selanjutnya disingat dengan BAZNAS Kota Padang.

Cara pemindahan atau pemerataan kekayaan melalui sesuatu lembaga (LAZ)  dimaksudkan agar orang kaya tidak merasa zakat, infaq, dan shadaqah yang dikeluarkan sebagai kebaikan hati bukan kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi pada mereka karena menerima pembagian zakat infaq shadaqah. Zakat, infaq, dan shadaqah pada hakikatnya adalah distribusi kekayaan di kalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindarkan penumpukan kekayaan di tangan seseorang. Apabila zakat, infaq, shadaqah dipungut oleh Negara, keuntunganya antara lain sebagai berikut: para wajib zakat, infaq, dan shadaqah lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya, perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak merasa  seperti meminta-minta, pembagian zakat, infaq, dan shadaqah akan menjadi lebih tertib, zakat infaq shadaqah  yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah misalnya, dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui pemanfaatannya.

BAZNAS Kota Padang selaku pengemban amanah selaku institusi atau lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).  BAZNAS Kota Padang sekarang ini terus berusaha melakukan perubahan manajemen menuju pola yang efektif, perangkat kelembagaan telah dilengkapi dengan program kerja yang jelas, merupakan faktor pendukung berjalannya suatu organisasi dengan arah dan tujuan yang jelas. 
Kehadiran BAZNAS Kota Padang merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keadilan  dan  pemberdayaan  ekonomi  umat, diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerataan ekonomi dalam pendistribusian dana zakat, dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
BAZNAS Kota Padang mempunyai motto yaitu “Melayani Muzakki, Mengayomi Mustahik, dan Membina Umat”. BAZNAS Kota Padang memiliki visi: “Terwujudnya BAZNAS Kota Padang sebagai Lembaga Pengelola Zakat Terbaik di Asia Tenggara yang Bermartabat, Amanah, Akuntabel, dan Profesional”. Adapun misi BAZNAS Kota Padang adalah sebagai berikut: 
1. Menciptakan masyarakat yang sadar zakat.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Padang melalui dana zakat produktif.

3. Menciptakan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Asia.

BAZNAS Kota Padang memiliki 6 program unggulan dalam pendistribusian zakat,
 yaitu :
1. Padang Religius. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagamaan dan syi’ar agama di tengah-tengah masyarakat Kota Padang. Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagamaan di Kota Padang semakin meningkat.
2. Padang Sejahtera. Program Padang Sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan berbagai usaha. Untuk merelalisasikan program ini dilakukan upaya dalam bentuk pemberian bantuan modal, pembinaan dan pengembangan usaha. Yang menjadi unggulan pada program ini adalah pemberian fasilitas dan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Padang Cerdas. Program Padang Cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak keluarga kurang mampu dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak baik tingkat sekolah maupun mahasiswa. Motto program ini adalah satu keluarga miskin satu sarjana. Maka salah satu unggulan dalam program ini adalah pemberian bantuan biaya kuliah sampai penyelesaian.
4. Padang Sehat. Program Padang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian bantuan biaya berobat. Program ini mengedepankan prinsip tidak ada halangan untuk berobat, maka dalam program ini yang menjadi icon adalah pemberian bantuan layanan khusus, dimana dalam keluarga kurang mampu dan menderita penyakit luar biasa (unik), diberi pula pelayanan khusus.
5. Padang Makmur. Program Padang Makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu kearah yang lebih baik. Untuk itu maka dilakukan kegiatan sebagai berikut: memberikan bantuan perbaikan rumah tak layak huni dan bantuan fasilitas umum dilingkungan masyarakat miskin.
6. Padang Peduli. Program Padang Peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka ikut serta dan peduli terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana serta orang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan. 
Selain 6 program pendistribusian tersebut, BAZNAS juga memiliki program unggulan lainnya, yaitu pada Bagian Pemberdayaan dan Pengembangan memiliki 2 program ungulan, yaitu:

1. Program Kelompok Binaan. BAZNAS Kota Padang selalu memberikan solusi terhadap mustahik, ditindaklanjuti dengan upaya mengiring mustahik tersebut menjadi berdayaguna dan dikembangkan dengan pembinaan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan anggota kelompok tersebut, yang di sebut dengan program zakat berbasis kelompok (zakat commonity development).
2. Mahasiswa Binaan. Mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa dari berbagai perguruan tinggi dari BAZNAS Kota Padang juga di motivasi melalui pembinaan keagamaan, leadership, dan keterampilan, diharapkan dari pembinaan tersebut lahir sarjana siap pakai, berwawasan, memiliki budi pekerti luhur serta pemahaman dan pengamalan agama yang baik.

Pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Padang yang ditata sedemikian rupa, dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan keagamaan sehingga dengan harapan dapat menggiring mustahik menjadi muzakki.

Dari uarain di atas diketahui bahwa salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat oleh BAZNAS Kota Padang adalah melalui Program Kelompok Binaan yang dijadikan salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif dan dijadikan salah satu program unggulan, yang dikenal dengan pemberdayaan berbasis kelompok binaan (zakat commonity development).
Program pembinaan berbasis kelompok ini, bertujuan untuk memberikan bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat miskin produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonomi, sosial dan keagamaan mereka. Program ini dikemudian hari diharapkan mampu merubah seseorang / sekelompok orang dari mustahik menjadi muzakki. Selanjutnya secara khusus yang menjadi tujuan pembinaan berbasis kelompok adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya anggota-anggota kelompok binaan tersebut.

Kelompok binaan BAZNAS Kota Padang ini dilauching pada tahun 2010 di aula RRI Padang dengan mengambil momen maulid Nabi Muhammad SAW. Diungkapkan, bahwa ide tersebut di laksanakan ketika hasil evaluasi pelaksanaan pendistribusian zakat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 sampai 2010 penyaluran zakat lebih bersifat instan saja, ketika mustahik menerima bantuan tidak ada lagi pengawasan atau evaluasi, maka lahirlah ide untuk membentuk kelompok yang dibina dengan interval waktu 3 tahun agar bisa mengukur tingkat keberhasilan penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang.
 

Menurut Maizon Ermana, Kepala Bagian Pemberdayaan BAZNAS Kota Padang  pada awal lounchingnya ada 12 kelompok yang bergabung menjadi binaan BAZNAS Kota Padang yang terdiri dari kelompok Tani, Nelayan, Pedagang Kecil, Tukang, dan Home Industri, sesuai dengan kelompok kerja masing-masing, kelompok-kelompok ini menyebar di seluruh Kecamatan se-Kota Padang. Hingga tahun 2013 kelompok binaan sudah mencapai 24 kelompok dengan jumlah anggota mencapai 1472 orang, yang terdiri dari Kelompok Tani, Nelayan, Pedagang, Tukang, dan Home Industri.

Ditambahkan juga oleh Salfanizar selaku Sekretaris Direktur Eksekutif, pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Padang yang ditata sedemikian rupa adalah dalam rangka memberikan solusi terhadap mustahik ditindak lanjuti dengan upaya mengiring mustahik tersebut menjadi berdaya guna dan dikembangkan dalam pembinaan dalam berbagai kegiatan, ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan.
 Pembinaan melalui kelompok ini dengan tujuan agar lebih mudah evaluasi, mengukur keberhasilan serta melihat perkembangan status sosial, serta juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya melalui pembukaan lapangan kerja bagi para anggotanya.
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dari 24 kelompok binaan BAZNAS Kota Padang yang akan dijadikan sampel penelitian ini tiga kelompom saja, yaitu kelompok Tani Karya Bersama I, Nelayan Nipah Patenggangan, dan Tukang Garih Nan Bapaek. Alasanya memilih ketiga kelompok ini karena ketiga kelompok ini merupakan angkatan pertama yang dibina oleh BAZNAS Kota Padang yaitu sejak tahun 2010 dan telah dibina lebih dari 3 tahun, kemudian dengan prinsip mengambil kelompok yang berbeda jenis profesi.
Akan tetapi berdasarkan observasi awal penulis kepada beberapa kelompok binaan BAZNAS Kota Padang. Pertama kelompok Tani Karya Bersama I yang berada di Jl. Lubuk Gajah Kel. Pisang Kec. Pauh Kota Padang, jumlah anggota kelompok terdiri dari 54 orang, kelompok tersebut telah menjadi binaan BAZNAS Kota Padang sejak tahun 2010 sampai saat ini, namun belum nampak perkembangannya, ekonomi mereka hampir sama saja dengan kondisi sebelum dibina, sampai saat ini terkesan belum dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya. Kedua kelompok Nelayan Nipah Patenggangan, belum terlihat anggota kelompok yang signifikan perubahan ekonominya setelah dibina selama 3 tahun oleh BAZNAS Kota Padang. Hal ini diperkuat oleh Maizon Kabid. Pemberdayaan BAZNAS Kota Padang yang menjelaskan bahwa  kelompok binaan yang ada secara umum belum memperlihatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, selama ini bantuan yang telah digulirkan terkesan bersifat konsumtif. 

Kondisi yang demikianlah yang menyebabkan penulis merasa tertarik melaksanakan penelitian dengan kajian yang komprehensif tentang : “Upaya BAZNAS Kota Padang dalam Pemberdayaan Kelompok Binaan”.
B. Identifikasi Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat di identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kelompok binaan yang dibentuk oleh di BAZNAS Kota Padang belum dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok binaan.
2. Belum diketahui bentuk pemberdayaan oleh BAZNAS Kota Padang untuk mengentaskan kemiskinan bagi anggota kelompok binaan.
3. Belum diketahui kelemahan dan tantangan pembentukan kelompok binaan di BAZNAS Kota Padang  dalam memberdayakan anggota kelompok binaan.
C. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BAZNAS Kota Padang dalam pemberdayaan kelompok binaan?
2. Batasan masalah

Untuk memfokuskan kajian penelitian ini, maka dapat dibatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

a. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan terhadap anggota kelompok binaan
b. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Padang dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi anggota kelompok binaan
c.  Bagaimana upaya BAZNAS Kota Padang dalam membentuk jaringan pengamanan sosial bagi anggota kelompok binaan
d. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung BAZNAS Kota Padang dalam pemberdayaan kelompok binaan
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kota Padang dalam pengentasan kemiskinan bagi anggota kelompok binaan
b. Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kota Padang dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi anggota kelompok binaan
c. Untuk menganalisis upaya BAZNAS Kota Padang dalam membentuk pengamanan jaringan sosial bagi anggota kelompok binaan
d. Faktor penghambat dan pendukung dalam upaya BAZNAS Kota Padang dalam pemberdayaan kelompok binaan.
2. Kegunaan penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BAZNAS Kota Padang dalam upaya pemberdayaan kelompok binaan bagi anggota kelompok binaan secara khusus dan masyarakat miskin di Kota Padang secara umum.
b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada  para pembaca berupa informasi mengenai upaya BAZNAS Kota Padang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kota Padang terutama dalam bentuk  upaya BAZNAS Kota Padang  berperan dalam pengentasan kemiskinan kelompok binaan bagi masyarakat miskin di Kota Padang. Upaya BAZNAS Kota Padang dalam pembentukan kelompok binaan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Upaya BAZNAS Kota Padang mengelolaan kelompok binaan telah dapat menjadi jaringan pengamanan sosial. Serta faktor penghambat dan pendukung dalam upaya BAZNAS Kota Padang dalam pemberdayaan kelompok binaan.
E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahaminya, penulis akan menjelaskan makna dan kata-kata kunci dalam judul tesis ini sebagai berikut:

Upaya: tindakan, usaha-usaha, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah, artinya usaha-usaha atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan utama.
Pemberdayaan: Secara etimologi pemberdayaan berarti, mendayagunakan, menguatkan, membina dan mensejahterakan.
 Pengembangan masyarakat dapat pula didefinisikan suatu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial.
Pengembangan masyarakat mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat, agar mereka dapat hidup lebih baik dalam arti mutu atau kualitas hidupnya.

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (emvowerment) atau dapat pula disamakan dengan istilah pembangunan (development).
 Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan kepada masyarakat atau kelompok atau individu.

 Dalam pandangan Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat tergantung dari subyek atau pelaku karena subyek harus memiliki banyak wawasan tentang pengetahuan yang membahas masalah pengembangan masyarakat. 
 Lebih lanjut Nanih mengutip pendapat Amrullah Ahmad yang menyebutkan bahwa pengembangan Masyarakat Islam adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam persfektif Islam.

BAZNAS Kota Padang: Singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang. Merupakan lembaga resmi pengelola zakat yang ada di Kota Padang.
Kelompok Binaan: Kelompok binaan terdiri dari dua kosa kata yaitu kelompok dan binaan. Dalam kamus bahasa Indonesia,  kelompok diartikan sebagai  kumpulan  orang, binatang, dan sebagainya, ataupun golongan  profesi, aliran, lapisan, masyarakat, dan sebagainya serta  gugusan  bintang, pulau, dan sebagainya.
 Adapun kelompok binaan yang penulis maksud adalah kumpulan masyarakat yang ada di bawah binaan BAZNAS Kota Padang. Sedangkan binaan diartikan sebagai sesuatu yang di bina, sedang bina sendiri memiliki pengertian mengusahakan supaya lebih baik maju, sempurna, maka dengan demikian dapat diartikan bahwa binaan adalah yang diusahakan untuk lebih maju atau sempurna
 dan dalam hal ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Padang, yang kemudian di usahakan untuk menjadi lebih baik, dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan terhadap kelompok Tani Karya Bersama I, kelompok Nelayan Nipah Patenggangan, dan kelompok Tukang Garih Nan Bapaek.
F. Penelitian yang Relevan
Untuk menghindari duplikasi karya ilmiah, maka peneliti perlu mengungkapkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ismail Gusri (2010) dengan judul Divisi Pengelolaan Zakat di Lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, divisi pengumpulan zakat, BAZDA dalam mengumpulkan dana zakat melalui jasa Bank yang telah ditetapkan oleh BAZDA Kota Padang. Dalam hal pengelolaan zakat dan pegawai (PNS) Pemerintah Kota Padang, sesuai dengan kebijakan Walikota Padang bahwa pengawai (PNS) di lingkungan PEMKO Padang wajib berzakat dengan cara pemotongan gaji secara langsung. Sedangkan zakat dan masyarakat umum, BAZDA mendata dan memberi arahan kepada mereka dengan bantuan yaitu Petugas Pengumpul Zakat (PPZ). Kedua, divisi pendistribusian zakat, BAZDA Kota Padang memfokuskan pada keluarga kurang mampu baik bantuan modal usaha, kesehatan, bedah rumah dan pendidikan. Ketiga, divisi pendayagunaan zakat, ada dua macam pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kota Padang yaitu zakat produktif dan konsumtif. Produktif maksudnya zakat yang telah disalurkan diharapkan menghasilkan seperti modal usaha dan keterampilan (life skill). Konsumtif artinya zakat bertujuan untuk membantu orang miskin, agar si miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan.
2. Skripsi Deskawati (2011) dengan judul. penelitian analisis program Dana Bina Usaha (DBU) BAZDA Kota Padang dalam mensejahterakan mustahik. Dalam penelitian ini terungkap bahwa pelaksanaan program Dana Bina Usaha (DBU) BAZDA Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Pertama, pendayagunaan DBU, kegiatan ini ditujukan untuk membantu usaha-usaha milik mustahik yang terkendala dengan masalah permodalan, untuk pengalokasian DBU tersebut, BAZDA Kota Padang menyerahkan sepenuhnya kepada mustahik, yang disesuaikan dengan skala prioritas. Ada tiga macam kebutuhan usaha yang dibantu BAZDA lewat DBU yaitu untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha, untuk menambah modal usaha, untuk membeli barang-barang yang akan diperjual belikan. Kedua, faktor pendukung pelaksanaan program DBU yaitu (a) kerja keras, motivasi, serta kemauan yang tinggi untuk merubah keadaan (b) perolehan DBU sesuai dengan permintaan, (c) pengalokasian dana yang tepat (d) manajerial yang memadai, (e) keberuntungan. Ketiga faktor penghambat program DBU ada dua yaitu faktor internal (BAZDA Kota Padang) dan faktor eksternal (mustahik). Dari segi faktor internal, ada dua penghambat yaitu kurangnya kontrol dan pengendalian terhadap pengalokasian dan perputaran dana dan tidak terpenuhinya nominal sesuai dengan permintaan. Sedangkan kedua faktor eksternal, ada empat penghambat yaitu alokasi dana yang tidak tepat, malas dan kurang perhatian terhadap usaha, manajerial yang masih lemah dan banyaknya kebutuhan yang harus terpenuhi.
3. Tesis Thaheransyah (2013) dengan judul Pemberdayaan fakir miskin oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Adapun hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa dalam memberikan sumber daya terhadap fakir miskin, BAZNAS Kota Padang memprogramkan kegiatan Dana Bina Usaha (DBU) dalam bentuk bantuan pembinaan dan pengembangan usaha kelompok. Program DBU ditujukan bagi fakir miskin yang sudah mempunyai usaha, namun terkendala dalam persoalan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut. Program bantuan pembinaan dan pengembangan usaha kelompok ditujukan kepada kelompok usaha kecil menengah seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, kelompok tukang dan home industri. Dalam memberikan kesempatan terlihat bahwa BAZNAS Kota Padang membuka kesempatan dan peluang yang luas bagi setiap fakir miskin untuk berusaha dan mengembangkan usahanya. Sedangkan dalam memberikan pengetahuan terhadap fakir miskin, BAZNAS Kota Padang melakukan kegiatan wirid rutin bulan. Di mana sudah ada perencanaan yang baik terhadap kegiatan wirid tersebut. Adapun pengetahuan yang diberikan dalam wirid rutin bulanan tersebut di antaranya tentang agama Islam, manajemen usaha/ ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
Diantara peneliti di atas yang agak mendekati dengan penelitian penulis adalah penelitian Thaheransyah, bahwa diungkapkan usaha BAZNAS Kota Padang dalam Pemberdayaan fakir miskin, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan modal usaha atau yang dikenal dengan Dana Bina Usaha (DBU). Yang menjadi pembeda penelitian ini  adalah 1. Objek penelitian. Objek penelitian Thaheransyah lebih bersifat program yang digulirkan kepada masyarakat umum, sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada kelompok binaan. 2. Departemen, maksudnya adalah bahwa program DBU berbeda bidang pengelolanya, program DBU di bawah Program Padang Sejahtera dari Bidang Pendistribusian sedangkan kelompok binaan di bawah Bidang Pemberdayaan. Kemudian penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada kelompok binaan saja, yaitu mengkaji upaya BAZNAS Kota Padang dalam memberdayakan kelompok binaan.
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